PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 1999
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Menimbang :

Mengingat

a

1.

PT PELABUHAN INDONESIA 111

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia llil,
dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara
Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan
(PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia lll;

bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1992/1993 sampai dengan Tahun Anggaran 1995/1996 berupa
bangunan fasilitas pelabuhan, kapa tunda, alat-adat fasilitas
pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan serta emplasemen, yang pada
saat ini dikelola oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT
Pelabuhan Indonesia |1l dapat ditetapkan sebagai tambahan
penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham
Perusahan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesiallll;

bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi
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Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan
Bentuk Perusshaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia Il
Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 76);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku
Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada
Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA 1.
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PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal
ke dalam modal saham  Perusshaan Perseroan (PERSERO) PT
Pelabuhan Indonesia |11, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 1991.

Pasal 2

(1) Penanbahan penyertaan nodal Negara di maksud
dal am Pasal 1 berupa bangunan fasilitas
pel abuhan, kapal tunda, alat-alat fasilitas
pel abuhan, tanah, jalan dan bangunan, serta
enpl asenmren yang pengadaan dan penbangunannya
berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan
Bel anja Negara Tahun 1992/1993, 1993/1994,
1974/ 1975 dan Tahun Anggaran 1995/1996, dan
pada saat I Ni di kelola oleh Perusahaan
Perseroan (PERSERO PT Pel abuhan | ndonesia
L1l

(2) N lai penanbahan penyertaan nodal Negara
sebagai mana di naksud dal am ayat (1) sebesar Rp
33.489.157.449,00 (tiga puluh tiga mliar
enpat ratus delapan puluh senbilan juta
seratus lima lima puluh tujuh ribu enpat ratus
enpat puluh senbilan rupiah), dengan rincian
sebagai mana terl anpir.
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BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagimana
dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 serta peraturan

perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 17 Juni 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 17 Juni 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 108



